KEPUTUSAN EEPALA KANTOR WILAYAH
EEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 772 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NORMAL ISLAM RAKIA

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG: MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :a.
b.
e
d.
Mengingat e 3
2.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidiken
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggamkan ssluan pendidikan madrasah sesual
dengan standar nasional pendidikan,

bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
lelah habis;

bahwa madraseh sebagaimana tercantum dalam Larmpiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan
izin pendirian/opcrasional madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf “a”, huruf “b” dan huruf ", perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenierian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin
Pendirian Raudhatul Athfal Normal Islam Rekha Kabupaten
Hulu Sungai Utara;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4301},

Peraturan Pemecrintzh Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran



Memperhatikan

=]
.

Negara Republik Tndonesia Nomor 4486) sebagaimana telah
diubah dengan DPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Dendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864)};

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 lentang
Pengclolaan dan Penyvelenggaraan Pendidikan (Lemnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan DPeraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 fentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negaras Republik Indonesia Nomor
157

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolan Mencngah
Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tenlang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat:

Kepurusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun
2015 Tentang Petunjuk Telnis Perpanjangan lzin Pendirian
Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin
Pendirian Madrasah Karcna Hilang, dan Penerbitun Suruf
Keterangan Kerusakan Dokumen [zin Pendirian Madrasah;

: Bekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3086/Kk.17.07-
2/PP.00.4/08/2016 Tanggal 24 Agustus 2016;



Menetapkan

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH EKEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NORMAL
ISLAM RAKHA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

: Memberikan perpanjangan 7T pendirian/ operasional

madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM EKESATU dapat dicabut apabila madrassh yung
bersangkutan melakukan pelanggaran scsual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal € Septembcr 2016




4

5]

Nama Madrasah

Nomor Statistik Madrasah

Alamat Madrasah

Nama Organisasi Penvelenggara

Provinsi Kalimantan Selatan

LAMPIRAN |
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 771 TAHUN 2016

TENTANG PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL  RAUDHATUL  ATHFAL
NORMAL TSLAM RAKHA KABUPATEN HULLU
SUNGAT UTARA

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN [ZIN PENDIRTIAN

Raudhatul Athfal Normal Islam Rakha

101263080064

Jl. Rakha PO BOX 102

esn /Kelurahan Pakapuran
Kecamatan Amuntai Utara
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Yavasan FPondok DPesantren Rasyidiyah
Khalidivah

Akte Notaris Organisasi
Penvelenggara

Nomor 25 Tahun 2006

(5]

Pengesahan Akte Nofaris
Organisasi Penvelengeara

| SK MENKUMHAM RI Tanggal 25 Juli 2006

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 September 2016
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KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : O78 Tahun 2016

Diberikan kepada:
Nama Madrasah : Raudhatul Athfal Normal Islam Rakha
Alamat : JL Rakha PO BOX 102
Desaf Kelurahan : Palcapuran
Kecamatan : Amuntai Utara
Kabupaten / Kota » Hulu Sungai Utara
Provinsi ; Kalimantan Selatan

Penvelenggara Madrassh » Yayasan Pondok Pesantren Rasyidivah
Khalidivah

Akte Notaris Penvelenggara ¢ Nomor 25 Tahun 2006
Pengesahan Alcte Notaris : 25 .Juli 2006

I EA I U L AR A

Banjarmasin, 6 September 2016

S, .0, Menten Agama
s Kepala Kantor Wilayah,
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